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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utara |. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data
kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Efektivitas penagihan paak pada tahun 2017 sebesar 99% termasuk Kkriteria
efektif, tahun 2018 sebesar 120% termasuk kriteria sangat efektif dan tahun 2019

sebesar 162% termasuk kriteria sangat efektif.

Kata Kunci: Efektivitas Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of tax
collection on income tax income for article 21 individuals the Regional Office of
the Directorate General of North Sumatra Tax |. The research method used is
descriptive method. The type of data used is quantitative data. Data sources used
are primary data and secondary data. Tax collection effectivenes in 2017 is 99%
including the effective criteria, 2018 is 120% including very effective criteria and

2019 is 162% including the very effective criteria.

Keywords: Effectiveness of Tax Collection, |ncome Tax Receipts
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan selalu tidak luput dari pengelolaan perpajakan.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran
dan kesgjahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam anggaran penerimaan
dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan pagjak merupakan penerimaan
dalam negeri yang terbesar.

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara dibidang penerimaan
dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-
sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan
kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang
pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor
pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena
kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, Penerimaan
Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri
dan pajak perdagangan internasional. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa
pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak

pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang



diperoleh oleh pemerintah yang berasal dari pgjak yang diberikan oleh wajib pajak
pribadi maupun badan. Kenaikan penerimaan pajak tidak terhindar dari peran
pemerintah dan wajib pajak yang ada, sebab kalau tidak ada kesadaran wajib
pajak dalam memenuhi keharusan perpajakannya, maka pemasukan pajak tidak
akan meningkat. Untuk itu agar pemasukan pajak meningkat diharapkan
kepatuhan wajib pajak harus meningkat, karena penerimaan pajak merupakan
sumber APBN utama terbesar yang diterima.

Dalam data penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota dapat dilihat
dimulai dari tahun 2010 tingkat keefektifan penerimaan pagjak tahun 2010 sangat
efektif sebesar 111,25% dengan target penerimaan sebesar Rp. 399.979.000.000
dengan redlisas sebesar Rp. 444.979.000.000. Pada tahun 2011 tingkat
keefektifan penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang meningkat
dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 478.850.000.000 dan realisasi penerimaan
paak yang juga meningkat sebesar Rp. 517.711.000.000, dengan memperoleh
persentase keefektifan yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 108,11%
masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2012 tingkat
keefektifan penerimaan pajak menurun dari tahun sebelumnya sebesar 101,75%
kategori sangat efektif, dengan target penerimaan pajak yang meningkat dari
tahun sebelumnya sebesar Rp. 600.484.000.000 dan redlisasi penerimaan pajak
yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 610.944.000.000. Pada tahun
2013 tingkat penerimaan pajak menurun juga dari tahun sebelumnya sebesar
98.5% akan tetapi masih tergolong efektif dengan target penerimaan pajak yang
meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 809.089.000.000 dan redlisasi

penerimaan pagjak yang diperoleh meningkat sebesar Rp. 797.118.000.000.



Keefektifan penerimaan pagak tahun 2014 dengan penerimaan pajak yang juga
memperoleh peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 930.460.000.000 dan
realisasi penerimaan pajak yang juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar
Rp. 916.391.000.000, sehingga memperoleh persentase keefektifan yang
mengalami penurunan yang sangat tipis dari tahun sebelumnya yaitu 98,48%.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan
perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling
berhubungan satu sama lain agar menggapai sasaran pendapatan iuran selaku
optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak
agar bertindak sebagal law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum
yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu
cara yang dilakukan oleh Dirjen Pgjak untuk meningkatkan penerimaan pajak
selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan
pajak masih terbentur pada berbagai hambatan. Dalam waktu singkat, salah satu
hambatannya ialah tingginya angka tunggakan pagak, bak yang murni
penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan melunasi utang
pajak.

Pertumbuhan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya
pembaharuan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui sebagai
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang
belum dibayar oleh Wajib Pgjak masih menjadi kendala yang besar. Hutang pajak
yang belum dilunasi sering dijumpai karena peningkatan jumlah tunggakan pajak
masih belum bisa diimbangi oleh tindakan pencairan. Sudah dilakukan berbagai

tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pgjak dan/atau Penanggung



Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Efektivitas yang berarti keberhasilan
dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas
merupakan pencapaian hasil yang pantas melalui tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.

Tunggakan pajak yang susah tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti
dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang memiliki kewenangan
hukum bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif adalah jalan keluar
terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang
perpajakan. Tunggakan pajak terjadi dikarenakan kesadaran wajib pajak orang
pribadi masih rendah, keengganan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya,
pindahnya wajib pajak ke alamat baru tanpa pemberitahuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengajukan
judul dalam penelitian ini ialah “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi

Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

B. ldentifikas Masalah dan Batasan Masalah
1. Identifikas Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian mengidentifikasi
masal ah sebagai berikut:
a Kurangnya kesadaran wajib pgak atas kewagjiban dalam menerapkan
pembayaran pajak.
b. Kurangnya penerimaan paak mengakibatkan adanya penagihan pajak kepada
wajib pajak orang pribadi sehingga terjadinya proses yang belum efektif

untuk mencapai target yang diharapkan.



2. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka batasan masalah dalam
penelitian ini mencakup efektivitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21

Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utaral.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pgjak Sumatera Utara l?

2. Apakah penagihan paak sudah efektif dilakukan untuk mencapai target
penerimaan paak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utara |?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

a.  Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan
paak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utaral.

b. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak sudah efektif dilakukan untuk
mencapal target penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi

pada Kantor Wilayah Direktorat Jendera Pajak Sumatera Utaral.



2. Manfaat Pendlitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Bagi Mahasiswa

1)

2)

3)

4)

Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Diploma Il
Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
Sebaga media bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan
pengetahuan dalam bidang perpgakan khususnya analisis efektivitas
penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21
orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendera Pajak Sumatera
Utaral.

Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antara teori
di bangku kuliah dengan kenyataan di lapagan.

Sebagai bahan pertimbangan dan referenss untuk penelitian yang

berhubungan dengan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

b. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

1)

2)

Sebagai sarana berinteraks antara Program Studi D-IllI  Perpajakan
Fakultas Sosia Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dengan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara | yang
bersangkutan dalam memberi uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang
diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan.

Mempererat hubungan yang positif antara Universitas Pembangunan
Panca Budi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pgak Sumatera

Utaral.



3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga
pendidikan khususnya Universitas Pembangunan Panca Budi.

Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara |

1) Sebagai bahan masukan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Sumatera Utara | Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2) Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan
bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian
ini.

3) Meningkatkan kerjasama yang lebih baik antara Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara | dengan Universitas

Pembangunan Panca Budi.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda
mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki
tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan
keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpgjakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pgjak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) “Pagjak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P.J.A Adriani dalam Diana Sari (2013:34) “Pgjak adalah iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya



adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Soeparman Soemahamidjgja dalam Diana Sari (2013:35) “Pajak
adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa kolektif dalam mencapai kesegjahteraan umum.”

Menurut Waluyo (2011:2) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya
secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk
menutup pengel uaran-pengeluaran.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
pajak memiliki unsur-unsur:

a. luran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah
negara. luran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang. Pgjak dipungut berdasarkan atau dengan
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpajasatimpal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Daam pembayaran pgak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestas individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

N

Fungs Pajak
Menurut Supramono (2010:6) yaitu ada dua fungs pgak, yaitu fungs

budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (pengatur).
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a.  Fungs Budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, yaitu pgak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membayar pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh
dengan cara ekstensifikas maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui
penyempurnaan pengaturan berbagai jenis pajak seperti Pgjak Penghasilan (PPh),
Pgjak Pertambahan Nila (PPN), dan Pagak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungs Regulerend (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur, dari penjelasan tersebut
tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara (fungsi
budgetair) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-
tujuan tertentu diluar bidang keuangan, contohnya:

1) Pengenaan paak yang tinggi terhadap minuman keras gunanya untuk
mengurangi atau membatasi jumlah penggunaannya.

2) Tarif pgak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dari luar negeri
dengan tujuan untuk membatas membanjirnya barang-barang luar negeri

sehingga barang-barang dalam negeri laku dan produksinya meningkat.

3. Pengelompokan Pajak
Pengelompokan Pgak menurut Mardiasmo (2016:7) dibedakan

berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.
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a.  Menurut Golongannya

1)

2)

Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pagjak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:
Pajak Penghasilan.

Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

1)

2)

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pgjak. Contoh:
Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif, yaitu paak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungut

1)

2)

Pajak Pusat, yaitu pgak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pgak
Penghasilan, Pgjak Pertambahan Nilai dan Pgak Penjualan atas Barang
Mewah, dan Bea Materai.

Pgjak Daerah, yaitu pagjak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri
atas Pagjak Propins dan Pgjak Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Propinsi
yaitu Pgak Kendaraan Bermotor dan Pgjak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor. Sedangkan contoh Pgjak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel,

Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
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4. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 bagian sebagai berikut:
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Sdf Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pgjak terutang ada pada Wajib Pajak
sendiri.
2) Wajib Pgjak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang.
3) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pgjak yang bersangkutan) untuk

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pgjak.

5. AsasPemungutan Pajak

Negara Indonesia menggunakan beberapa asas daam menentukan
wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak
penghasilan dan asas inilah yang digunakan untuk mengatur setiap pemungutan
pajak padawajib pajak yang memiliki penghasilan. Asas utama yang paling sering
digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak yang diantaranya
sebagal berikut:
a AsasDomislli

Pemungutan pajak menurut asas ini berdasarkan domisili atau tempat
tinggal wajib paak dalam suatu negara. Negara berhak mengenakan pagak atas
seluruh penghasilan Wajib Pgjak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik
penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini
berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber

Pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan dalam suatu negara.
Negara berhak mengenakan pagjak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya
tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. AsasKebangsaan

Pemungut pajak berdasarkan kebangsaan dan kewarganegaraan dari Wajib
Pgak, tanpa melihat dari mana sumber penghasilan tersebut maupun di negara

manatempat tinggal Wajib Pgjak yang bersangkutan.



14

6. Tarif Pajak

Ada4 macam tarif pgjak:
a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pagak yang terutang proporsiona terhadap
besarnyanilai yang dikenai pajak.
Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pgjak di dalam daerah pabean akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh: besarnyatarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal
berapapun adalah Rp. 3.000,00.
c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar.
Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pgjak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif PKP Wajib Pajak Orang Pribadi

L apisan Penghasilan K ena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25%
Di atas Rp. 500.000.000,00 30%

Sumber: https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-ter bar u-pdf.html 2m=1
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar



15

2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
d. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

7. Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pgjak Penghasilan (PPh).
Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali
diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak
pendapatan terhadap subjek iuran berkenaan dapat penghasilan yang diperolehnya
dalam tahun paak. Subjek iuran dikenai paak apabila memperoleh atau
mendapatkan pendapatan. Subjek pajak yang memperoleh atau mendapatkan
penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak
mendapat iuran atas pendapatan yang diperoleh atau didapatnya selama setahun
pajak atau dapat juga dikenai iuran agar pendapatan dapat bagian tahun pajak
apabila kewajiban iuran subjektifnya dimula atau berakhir dalam tahun paj ak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas pendapatan berupa
pendapatan, bayaran, honorarium, subsidi, dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau lembaga, bantuan, dan
kegiatan dapat dilaksanakan oleh orang pribadi Subjek Paak dalam negeri,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
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Wajib Pgjak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi

yang merupakan:

1)

2)

3)

Pegawai;

Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

Bukan pegawa yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pemberian jasa, meliputi:

() Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

(b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan
seniman lainnya;

(c) Olahragawan;

(d) Penasihat, penggjar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

(e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

(f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosal
serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

(g) Ageniklan;

(h) Pengawas atau pengelola proyek;

(i) Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi

perantara;



4)

5)

6)

b.

1)

2)
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() Petugas penjaga barang dagangan;
(K) Petugas dinas luar asuransi;
() Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sgenislainnya;
Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap
sebagai Pegawal Tetap pada perusahaan yang sama;
Mantan pegawai dan/atau;
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antaralain:
(a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, anatar lain perlombaan olahraga,
seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
(b) Pesertarapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
(c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu;
(d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
(e) Pesertakegiatan lainnya;
Objek Pgjak PPh Pasal 21
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
Penghasilan yang diterima atau diperolen pegawa tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya

melewati jangkawaktu 2 (dua) tahun sgjak pegawai berhenti bekerja;



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur
berupa uang pensiun atau penghasilan sgjenisnya;

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian,
upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan
secara bulanan;

Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,
dan imbalan sgenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai
imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sgenis dengan nama apapun;
Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang
diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang
tidak merangkap sebagal Pegawal Tetap pada perusahaan yang sma;
Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan
lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
atau

Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun
yang masih berstatus sebagai pegawa dari dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

(8) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
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(b) Wajib Pgjak yang dikenakan Pagjak Penghasilan berdasarkan norma
penghitungan khusus (deemed profit).
Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21.

1) Penghasilan KenaPgjak, yang berlaku bagi:

2)

3)

4)

(@) Pegawai Tetap;

(b) Penerima pensiun berkal a;

(c) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau
jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender
telah melebihi Rp. 4.500.000,00 dan

(d) Bukan Pegawai yang menerimaimbalan yang bersifat berkesinambungan;

Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000,00 sehari, berlaku bagi

Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Kerja Lepas yang menerima upah harian,
upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan
kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.
4.500.000,00;

50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi Bukan
Pegawal yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pemberian jasa, Yyang menerima imbalan yang tidak bersifat
berkesinambungan;

Jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima

penghasilan di atas.
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8. Faktor-Faktor yang M empengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan
Faktor-faktor penentu dalam pajak penghasilan, diantaranya:
a. Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak secara ringkas diartikan sebagai apa dan siapa yang
dikenakan pajak, yang istilahnya sering disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak
penghasilan ini terdiri atas orang pribadi atau perseorangan, dan badan. Wajib
Pajak dibedakan atas wajib pajak dalam negeri, sesuai dengan keberadaannya
wajib pajak tersebut, seperti objek maupun perhitungannya.
b. Penghasilan
Sesual dengan namanya, maka penghasilan merupakan objek pajak yang
menjadi penyebab pengenaan pajak penghasilan. Penghasilan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak dapat dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan
ekonomis kepada wajib pajak, yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
1) Penghasilan dari pekerjaan
2) Penghasilan dari kegiatan usaha
3) Penghasilan dari modal
4) Penghasilan lain-lain
c. Biaya
Faktor biaya merupakan faktor yang paling banyak dihadapi oleh wajib
pajak, yaitu apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dapat dianggap sebagai
biaya, yang berarti sebagai pengurang bagi penerimaan yang disebabkan adanya

perbedaan konsep biaya antara kepentingan komersial dan kepentingan fiskal.
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d. Penghasilan Tidak Kena Pgjak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pgjak merupakan standar kehidupan minimum
yang diberikan Negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh
Siapapun.

Besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan
Tidak kena Pgjak adalah sebagai berikut:

1) Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;

2) Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib Pajak yang kawin;

3) Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung
dengan penghasilan suami;

4) Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi
tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status PTKP
TK/0 Rp. 54.000.000
TK/1 Rp. 58.500.000
TK/2 Rp. 63.000.000
TK/3 Rp. 67.500.000
K/0 Rp. 58.500.000
K/1 Rp. 63.000.000
K/2 Rp. 67.500.000
K/3 Rp. 72.000.000
K/1/0 Rp. 112.500.000
K/1/1 Rp. 117.000.000
K/1/2 Rp. 121.500.000
K/1/3 Rp. 126.000.000

Sumber: https://www.online-paj ak.comy/dpp-dasar -pengenaan-pajak-pph-21


https://www.online-pajak.com/dpp-dasar-pengenaan-pajak-pph-21
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9. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasa dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas
selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai. Keefektifan merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan
yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan, sedangkan efektivitas merupakan komunikasi yang
prosesnya mencapali tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang
dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.
Pengertian ini mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah
pengukuran dimana suatu targetlah tercapai sesuai dengan apa yang telah
direncanakan.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) “Efektivitas adalah seberapa
baik pekerjaan dilakukan, sgauh mana orang menghasilkan output seperti yang
diharapkan.” Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan
perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif.

Menurut Gibson (Bungkaes 2013:46) “Efektivitas adalah penilaian yang
dibuat sehubungan dengan pencapaian individu, kelompok, dan organisasi.
Semakin dekat mereka dengan pencapaian yang diharapkan (standar), semakin
efektiflah mereka.”

Efektivitas penagihan perpajakan dapat diukur dengan membuat rasio atau
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Efektivitas penagihan pajak dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:
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Redlisasi penerimaan pajak
Efektivitas = x 100%
Target penerimaan pajak

Setelah diketahui berapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dari
hasil perhitungan, maka hasil tersebut dapat dikategorikan berdasarkan indikator
padatabel di bawah ini.

Tabd 2.3 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Presentase Kriteria
>100% Sangat efektif
90-100% Efektif
80-90% Cukup efektif
60-80% Kurang efektif
<60% Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri Tahun 1996

10. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan
dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak
yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak dilunasinya utang pajak tentu
sga menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk
mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak
sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai ketentuan hukum yang memaksa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan
Scketika dan  Sekaligus, Penagihan Pagak ialah sebuah tindakan supaya
Penanggung Pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan paak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
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memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
mel aksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan pengertian di atas maka penagihan pajak merupakan tindakan
untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh
Wajib Pgjak atas penanggung pajak baik dengan cara lembut atau penyitaan dan
pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertenntu seperti surat berharga, piutang dan
penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang dimaksud dengan penanggung
pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran
pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib

Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Dasar Penagihan Pajak
Mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 28
Tahun 2007, dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:
a. Surat Tagihan Pgjak (STP)
b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
c. Surat Keputusan Pembetulan
d. Surat Keputusan Keberatan
e. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah,
yang tidak dibayar sampai dengan jangka waktu tertentu
Jangka waktu seluruh ketetapan di atas menurut ketentuan Pasal 9 ayat 3
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sgak

tanggal diterbitkan. Sedangkan di dalam Pasal 9 ayat 3a disebutkan bagi Wgjib
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Pajak usaha kecil dan Wajib Pgjak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan

dapat diperpanjang paling lamamenjadi 2 (dua) bulan.

12. Tindakan Penagihan Pajak
a. Penagihan Pgjak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan
Pajak (STP), Surat Ketetapan Pgjak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan
Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih
besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh
tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan
menerbitkan Surat Teguran.
b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pagjak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana
dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya
mengirim Surat Tagihan Pgjak atau Surat Ketetapan Pagjak tetapi akan diikuti
dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan
penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan
penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan,

dan pengumuman lelang.

13. Tahapan Penagihan Pajak
a  Surat Teguran
Apabila utang pgjak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pgjak (STP),

Surat Ketetapan Pgjak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi
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sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sgak tanggal
diterbitkannya).
b. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat
Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita
Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,00.
Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.
c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat
dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani
biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,00.
d. Lelang

Daam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum
dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor
Lelang Negara, dalam ha biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita
belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk
pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.
Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Juru Sita Pajak
harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpgakan yang

berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan.



B. Pendlitian Terdahulu

Tabd 2.4 Daftar Pendlitian Terdahulu
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No | Pendliti Judul Variabel | Variabel M odel Hasll
X Y Analisis | Penelitian

1 | Reda | Pengaruh Ekstensifi | Penerima | Regresi Hasll
Wulan | Ekstensifika | kasi Pajak, | an Pajak | Linier penelitian
Hudany | s Pgjak, Kepatuhan | Penghasi | Berganda | menunjukka
(2015) | Kepatuhan | Wajib lan n bahwa

Wajib Pajak, Orang ekstensifika
Pajak, Pemeriksa | Pribadi S pajak,
Pemeriksaa | an Pgjak, kepatuhan
n Pajak, Penagihan wajib pajak,
Penagihan | Pajak dan pemeriksaa
Pajak dan Surat n pajak,
Surat Paksa | Paksa penagihan
Pajak Pajak pajak dan
Terhadap surat paksa
Penerimaan paj ak
Pajak berpengaruh
Penghasilan positif dan
Orang signifikan
Pribadi di terhadap
KPP penerimaan
Pratama pajak
Solok penghasilan
orang
pribadi.

2 | Rizki Pengaruh Pemeriksa | Efektivit | Data Hasil
Yuslam | Pemeriksaa | an Pgjak as Kuantitatif | penelitian
Primero | n Pgjak dan | dan Penerima menunjukan
(2015) | Penagihan | Penagihan | an Pajak bahwa

Pajak Pajak pemeriksaa
Terhadap n pajak dan
Efektivitas penagihan
Penerimaan paj ak
Pajak di berpengaruh
KPP positif
Pratama terhadap
Surakarta efektivitas
penerimaan
pajak.

3 | Yos Pengaruh Tingkat Peningka | Regresi Hasll
Widia | Tingkat Kepatuhan | tan Linier penelitian
Sari Kepatuhan | Wajib Penerima | Berganda | menunjukka
(2015) | Wgjib Pajak, an Pgjak n bahwa

Pajak, Pemeriksa | Penghas tingkat
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Pemeriksaa | an Pagjak lan kepatuhan

n Pgjak dan | dan wajib pajak,
Penagihan | Penagihan pemeriksaa
Pajak Pajak n pajak dan
Terhadap penagihan
Peningkatan pajak
Penerimaan berpengaruh
Pajak positif dan
Penghasilan signifikan
pada Kantor terhadap
Pelayanan peningkatan
Pajak penerimaan
Pratama paj ak
Tampan penghasilan
Kota

Pekanbaru

Sumber: Diolah penulis tahun 2020

C. Kerangka Konseptual

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpgjakan tahun 1983,
sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu
official assessment system menjadi self assessment system. Dalam self assessment
system, wajib paak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pgjaknya. Namun, dalam
kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak
dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan
tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Apabila
realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah
nomina hampir sama dengan potens tunggakan pajak, maka penagihan pajak
telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan

paak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan
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nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak sangat diperlukan untuk
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka model kerangka

konseptual dalam peneitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Efektivitas Penerimaan
Penagihan Pajak » Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah pendlitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Pada dasarnya sebuah hipotesis berfungsi untuk membatasi
dan memperkecil ruang lingkup suatu penelitian sehingga memudahkan proses

pengumpulan dat pengolahan data. Berdasarkan uraian kerangka konseptual di

atas, maka dapat disgjikan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas Penagihan Pagak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pgjak Sumatera Utaral.

2. Penagihan pajak sudah efektif dilakukan untuk mencapal target penerimaan
paak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utaral.



BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Pendlitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang digunakan

untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil suatu penelitian.

B. Tempat dan Waktu Pendlitian

Tempat penelitian menemukan darimana sumber data diperoleh untuk
dilakukan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya tempat penelitian merupakan
sumber keterangan yang akan menjadi tujuan penelitian. Adapun penelitian ini
dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utara |,
Bagian Fungsional Penyidikan yang beralamat di J. Suka Mulia No. 17 A, AUR,
Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, Indonesia. Sedangkan

waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2019 sampai dengan tahun

2020.
Tabel 3.1 Waktu Pendlitian
Bulan/Tahun
No | Aktivitas November | Desember | Januari | Februari | Maret
2019 2019
1. | Pengguan
Judul Tugas
Akhir
2. | Penyusunan
Proposal
3. | Bimbingan
Proposal
4. | Seminar
Proposal
5. | Pengolahan

30
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Data

Penyusunan
Tugas Akhir

7.

Bimbingan
Tugas Akhir

8.

Sidang Mga
Hijau

Sumber: Penulistahun 2020

C.

Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian, maka variabelnya dibedakan atas dua yaitu

penagihan pajak sebagal variabel (X) atau bebas dan penerimaan pajak

penghasilan pasal 21 orang pribadi sebagai variabel (Y) atau terikat.

1

Variabel X: Penagihan Pgjak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat
Jenderal Pgjak, karenawajib pajak tidak memenuhi perundang-undangan yang
berlaku khususnya mengenai pembayaran pajak.

Variabel Y: Penerimaan Pgjak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi.
Penerimaan pajak penghasilan adalah sumber penerimaan yang dapat
diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai

kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data
Populasi dan Sampel
Populasi

Menurut Sugiyono (2012:119) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyal kualitas karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelgari kemudian ditarik kesimpulannya.” Dari

pengertian di atas, maka populasi pada penelitian ini adalah laporan penerimaan

pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi dari Tahun 2017 s/d 2019.
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b. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:116) “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sampel yang diambil oleh
penulis adalah Sampel Jenuh karena populasi yang relatif kecil. Menurut
Sugiyono (2014:118) “Sampel Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel.” Berdasarkan yang telah dijelaskan
di atas maka ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari

suatu populasi.

2. JenisData dan Sumber Data
a JenisData
Jenis data yang diambil penulis pada penelitian ini adalah data kuantitatif.
Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka sehingga dapat
menerangkan tentang suatu hal.
b. Sumber Data
1) DataPrimer
Adaah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung
dari pegawai yang mengurusi masalah penagihan pajak dan penerimaan
pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi dan lain-lain.
2) Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak secara
langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang ada

kaitannya dengan penelitian.
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E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan
tanya jawab secara langsung dari ibu Lola br. Ginting sebagai pelaksana seksi

bimbingan penagihan yaitu untuk mendapatkan suatu informasi.

2. Metode Observas
Metode observas merupakan suatu cara pengumpulan data dengan
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang terjadi

dalam objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah suatu cara yang paling menentukan dari suatu
penelitian, sebab analisa data berguna untuk menyimpulkan hasil penelitian.
Sebelum melakukan penyederhanaan data tersebut dilakukan tahapan yang
dilakukan untuk menganalisis penagihan pajak dan penerimaan pajak dalam
penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menentukan jumlah target dan realisasi pgak dengan menjumlahkan wajib
pajak yang lapor.
2. Menentukan jumlah wajib pajak terdaftar diambil dari data laporan jumlah
wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utarall.

3.  Menentukan efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sgarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera
Utaral
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Sumut | adalah
instans vertikal Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jendera
Pajak Sumatera Utara | mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi,
bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan, serta
pelaksanaan tugas di bidang perpgakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Kantor Wilayah Direktorat Jendera Pgjak Sumatera Utara |, alamat: Jl.
Suka Mulia No. 17A, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara
20151. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pgjak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Sumatera Utara | membawahi sembilan Kantor Pelayanan Pgak, yaitu Kantor
Pelayanan Pgjak Madya Medan, Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Medan Barat,
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur, Kantor Pelayanan Pagak Pratama Medan Polonia, Kantor

Pelayanan Pgjak Pratama Medan Kota, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
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Petisah, Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Binjai, dan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Lubuk Pakam.

2. Maksud dan Tujuan

Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Sumatera Utara | umum adalah untuk memberikan dukungan teknis dan
administrasi kepada Kantor Pelayanan Pgjak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama dalam rangka pengamanan penerimaan pagjak yang dibebankan kepada
Direktorat Jemderal Pgjak. Pembinaan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan
bimbingan teknis kepada Kantor Pelayanan Pgjak dilakukan menyelarakan
strategi dan mensinergikan seluruh kegiatan demi tercapainya visi dan mis

Direktorat Jenderal Pajak.

3. Vis dan Mis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera
Utarall

a Vis
Menjadi Intituss Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbalk demi
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

b. Mis
Menghimpun penerimaan dalam negeri dan sektor pgak yang mampu
menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang
perpajakan dalam tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi yaitu: Menjamin
Penyel enggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:
1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang

tinggi dan penegakan hukum yang adil.
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2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan
kewajiban perpajakan.
3) Aparatur pgjak yang berintegritas, kompeten dan profesional.

4) Kompensas yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.

4. Struktur Organisass Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Sumatera Utara |
Organisasi merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang
dipersatukan dalam kelompok yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan
bersama.Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap
dari hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan,
wewenang, dan tanggujawab dalam sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang

ingin dicapai bersama.
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5. Job Description

a

Bagian Umum

Bagian umum dikepalai oleh seorang Kepala Bagian Umum mempunyai

tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga,

dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum

menyel enggarakan fungsi:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

1)

2)

3)

4)

Pel aksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik.
Pel aksanaan urusan keuangan.
Pelaksanaan urusan bantuan hukum.
Pelaksanaan urusan rencana strategik dan laporan akuntabilitas.
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
Pel aksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan.

Bagian Umum terdiri dari:
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
dan pemantauan penerapan kode etik, sertaadministrasi Jabatan Fungsional.
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Interna mempunyai
tugas melakukan penyigpan bahan dan pelaksanaan administrasi bantuan
hukum atas kasus yang diproses pada Peradilan Umum dan Tata Usaha
Negara, penyusunan laporan, penyiapan bahan, penyusunan rencana strategik,
dan laporan akuntabilitas.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunya tugas melakukan

urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan dan perlengkapan.
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Bidang Data Dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dikepalai oleh seorang

Kepaa Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis

komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan,

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penygian informasi

perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

menyel enggarakan fungsi:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

1)

Pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan
perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi,
dan pembuatan back up data.
Pemantauan pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filling.
Pemberian bimbingan teknis dan konsultasi.
Pemberian bimbingan teknisintensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan
kewajiban perpajakan.
Pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan atau alat
keterangan serta penyagjian informasi.
Pengawasan terhadap pemanfaatan data/atau alat keterangan.
Pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsilias penerimaan
perpajakan.

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri dari:
Seksi Dukungan Teknis dan Komputer mempunyai tugas melakukan

pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan
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perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan back up data,
serta pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e- Filling.
Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian
bimbingan teknis pengawasan dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan
pemantuan pelaksanaan dan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban
perpajakan.

Sekss Data dan Potens mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pencarian, penerimaan, pengolahan data atau aat keterangan, penygjian
informasi, melakukan pengawasan, pemantauan, penelaahan, penatausahaan,
dan rekonsiliasi penerimaan pajak.

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ektensifikasi, dan Penilaian dikepalai oleh seorang

Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyigpan dan urusan

kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan ektensifikasi, pendataan, dan

penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Bidang Kerjasama, Ektensifikasi, dan Penilaian menyelenggrakan

fungsi:

1)
2)

3)

4)

5)

Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perpajakan.

Pel aksanaan bimbingan pendataan dan penilain.

Pengumpulan dan penyaluran data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak
luar.

Pel aksanaan bimbingan dan pemantauan pengenaan.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instans terkait

lainnya.
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3)

41

Pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpgakan, pendataan objek
pajak dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data dan nilai
objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Bidang Pendaftaran, Ektensifikasi, dan Penilaian terdiri dari:
Seksi Bimbingan Pendaftaran Perpgjakan mempunyai tugas melakukan
bimbingan dan menyiapkan pendaftaran di bidang perpagjakan termasuk
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instans terkait lainnya,
serta mengumpulkan dan menyalurkan data perpajakan hasil kerjasama
dengan pihak luar.
Seksi Bimbingan Ektensifikasi Perpgakan mempunyai tugas melakukan
bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek
pajak, pembentukan dan pemukhtahiran basis data nilai objek pagjak dalam
menunjang ekstensifikasi.
Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan mempunyai tugas
melakukan bimbingan pendataan dan penilaian termasuk proses klasifikasi
nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek
pajak antar wilayah.
Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan dikepalai oleh

seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis

pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan

dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional

pemeriksa pajak (peer review) bantuan pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan
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urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak

pidana di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen

dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak.

Bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak.

Pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan, dan penagihan pajak.
Pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pgabat fungsional pemeriksa pajak
(peer review).

Bantuan pelaksanaan penagihan.

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan terdiri dari:
Seksi Administrass dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas
melakukan bimbingan teknis dan administrasi pemeriksaan.

Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis
dan administrasi penagihan.

Seks Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data,
laporan, dan pengaduan, serta kegiatan intelijen perpajakan lainnyadi lingkup
Kantor Wilayah yang menjadi wewenangnya.

Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas
melakukan urusan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
tindak pidana di bidang perpgakan, serta pelaksanaan kebijakan teknis

pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
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Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dikepalai oleh

seorang kepala bidang dan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan

pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpgjakan, melaksanakan urusan

pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan

yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

Dalan melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

1)

2)

Bimbingan dan pemantauan penyuluhan perpajakan.

Pel aksanaan hubungan pelayanan masyarakat.

Pel aksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan.

Pel aksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan.

Pemeliharaan dan pemukhtahiran website.

Pengelolaan pengaduan wajib pagak mengenai pelayanan dan teknis
perpajakan.

Pemutakhiran panduan informasi perpajakan.

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Dokumentasi Perpajakan mempunyai tugas
melakukan bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan
pemukhtahiran website, serta pemukhtahiran panduan informasi perpajakan.
Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultass mempunyai tugas melakukan
bimbingan pelayanan perpajakan, evaluas atas pelayanan perpajakan, urusan
penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, serta pengelolaan pengaduan

wajib pgjak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan.



3)

Seks Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan
citra, pengoprasian dan pemeliharaan layanan interaktif (call center), serta
uarusan kerjasama perpajakan.

Bidang K eberatan, Banding, dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan dikepalai oleh seorang

Kepala Bidang dan mempunya tugas melaksanakan bimbingan dan urusan

penyelesaian keberatan, pembetulan ketetapan pajak, pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Pgjak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pengurangansanksi

administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keberatan, Banding, dan

Pengurangan melaksanakan fungsi:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Bimbingan dan penyel esaian keberatan.

Bimbingan dan penyel esaian pembetulan ketetapan pajak.

Bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pgjak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bimbingan dan penyel esaian pengurangan sanksi administrasi.

Proses banding, proses gugatan dan Peninjauan Kembali.

Bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

yang tidak benar.



1)

2)

3)

4)
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Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri dari:
Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan | mempunyai tugas melakukan
bimbingan dan urusan keberatan, peninjauan kembali wajib pajak sektor
industri.
Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan |11 mempunyai tugas melakukan
bimbingan dan urusan keberatan, peninjauan kembali wajib pajak sektor
perdagangan.
Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan 111 mempunyai tugas melakukan
bimbingan dan urusan keberatan, peninjauan kembali wajib pajak sektor jasa.
Seksi Evaluas Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas
melakukan monitoring dan evaluas keberatan, banding, gugatan, dan
Peninjauan Kembali di lingkungan Kantor Wilayah.
Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sgjumlah jabatan fungsiona

yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap

kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk

oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

yang bersangkutan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja, sedangkan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesual

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan

Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsiona masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



Dalam Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara |
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Kelompok Jabatan

Fungsional terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pgjak dan Fungsional Penilai PBB.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Terdiri atas Supervisior, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

Tabel 4.1 Lokas Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Sumatera Utara |

Wilayah Kerja
Nama Lokas Daerah
Administras Kantor
Pemerintahan
Kantor Wilayah | Medan | Sebagian 1. KPP Madya Medan
Direktorat Provins 2. KPP Pratama Binjai
Jenderal Pajak SumateraUtara | 3. KPP Pratama Medan Barat
Sumatera Utara 4. KPP Pratama Medan Belawan
I 5. KPP Pratama Medan Kota
6. KPP Pratama M edan Petisah
7. KPP Pratama Medan Polonia
8. KPP Pratama Medan Timur
9. KPP Pratama Lubuk Pakam

Sumber: Kanwil DJP Sumut | Tahun 2019

Tabel 4.2 Unit Kerja Dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Sumatera Utara |

No. Nama Lokas | JenisKPP | Wilayah Kerja/Daerah
Administras
Pemerintahan
1. | KPP Madya Medan Madya Sebagian Provinsi
Medan Sumatera Utara
2. | KPP Pratama Binja Pratama | 1. KotaBinjai
Binjai 2. Kabupaten Langkat
3. | KPP Pratama Medan Pratama | 1. Kec. Medan Barat
Medan Barat
4. | KPP Pratama Medan Pratama | 1. Kec. Medan Belawan
Medan Belawan 2. Kec. Medan Labuhan
3. Kec. Medan Marelan
4, Kec. Medan Deli
5. | KPP Pratama Medan Pratama | 1. Kec. Medan Kota
Medan Kota 2. Kec. Medan Area
3.

Kec. Medan Amplas
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4. Kec Medan Denai
6. | KPP Pratama Medan Pratama | 1. Kec. Medan Petisah
Medan Petisah 2. Kec. Medan Sunggal
3. Kec. Medan Helvetia
7. | KPP Pratama Medan Pratama | 1. Kec. Medan Polonia
Medan Polonia 2. Kec. Medan Mamun
3. Kec. Medan Baru
4. Kec. Medan Selayang
5. Kec. Medan Tuntungan
6. Kec. Medan Johor
8. | KPP Medan Medan Pratama | 1. Kec. Medan Timur
Timur 2. Kec. Medan Perjuangan
3. Kec. Medan Tembung
9. | KPP Pratama Lubuk Pratama | Kabupaten Deli Serdang
Lubuk Pakam Pakam

Sumber: Kanwil DJP Sumut | Tahun 2019

Ada daftar unit kerja Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utara | adalah:
Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat, 6
Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal
Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006
berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Pusat DJP
berubah kembali, terdiri dari 1 Sekretariat dan 15 Direktorat dan 1 Pusat yang
dipimpin pegjabat eselon Il ayaitu:
1) Sekretariat Direktorat Jenderal
2) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
3) Direktorat Peraturan Perpajakan |
4) Direktorat Peraturan Perpajakan ||
5) Direktorat Keberatan dan Banding
6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
7) Direktorat Pemeriksa dan Penagihan
8) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

9) Direktorat Tekonologi Informasi Perpajakan
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10) Direktorat Penegakan Hukum
11) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi
12) Direktorat Transformasi Proses Bisnis
13) Direktorat Kepatuhan Internal, dan Transformasi Sumber Daya A paratur
14) Direktorat Intelijen Perpajakan
15) Direktorat Perpgjakan Internasional
16) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Selain itu terdapat juga 4 Tenaga Pengkaji, yaitu:
1) Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan
2) TenagaPengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan
3) Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
4) TenagaPengkaji bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah DJP,
Kantor Pelayanan Pgak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan
Konsultasi Perpgjakan (KP2KP). Saat ini terdapat 33 Kantor Wilayah DJP di
seluruh Indonesia, yang dipimpin pejabat eselon 11 a, yaitu:
1) Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, di Jakarta
2) Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, di Jakarta
3) Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, di Jakarta
4) Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, di Jakarta
5) Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan |, di Jakarta
6) Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 11, di Jakarta
7) Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, di Jakarta

8) Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, di Jakarta
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9) Kantor Wilayah DJP Aceh, di Banda Aceh

10) Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara |, di Medan

11) Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara ll, di Pematang Siantar

12) Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, di Pekanbaru

13) Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, di Padang

14) Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, di
Padang

15) Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, di Bandar Lampung

16) Kantor Wilayah DJP Banten, di Serang

17) Kantor Wilayah DJP JawaBarat |, di Bandung

18) Kantor Wilayah DJP JawaBarat |1, di Bekasi

19) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |11, di Bogor

20) Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, di Semarang

21) Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 11, di Siurakarta

22) Kantor Wilayah DJP DI Y ogyakarta, di Y ogyakarta

23) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |, di Surabaya

24) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1, di Sidoarjo

25) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 11, di Malang

26) Kantor Wilayah DJP Bali, di Denpasar

27) Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Ddi Mataram

28) Kantor Wilayah DJP Kaimantan Barat, di Pontianak

29) Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, di Banjarmasin

30) Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, di Balikpapan

31) Kantor Wilayah DJP Sulawes Selatan, Barat dan Tenggara, di Makassar
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32) Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, di
Manado

33) Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, di Jayapura

6. Arti dari Lambang Kementerian Keuangan

Gambar 4.2 Makna Lambang Kementerian Keuangan

a. Keterangan Umum

1) Motto : Negara Dana Rakca

2) Bentuk : Segi lima

3) Tatawarna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau
b. Lukisan

1) Padi sebanyak 17 butir

2) Kapas sepanjang 8 butir, terdiri dari empat buah berlekung empat dan

empat buah berlekung lima
3) Sayap
4) Gada

5) Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima
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Susunan
1) Dasar segi limaberwarna biru kehitam-hitaman
2) Padi kuning emas
3) Kapas putih dengan kelopak hijau
4) Sayap kuning emas
5) Gadakuning emas
6) Bokor kuning emas
7) Pitaputih,
8) Motto (semboyan) biru kehitam-hitaman.
Makna
1) Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengis
kesgjahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya
Negara Republik
2) Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
3) Gada melambangkan daya upaya menghimpun, menggerahkan,
mengamankan keuangan negara.
4) Ruang segi lima melambangkan dasar Negara Pancasila.
Makna Keseluruhan

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang

mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan

tugas Kementerian Keuangan.
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7. Hasil Pendlitian
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Sumatera Utaral, jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2017-2019

sebagal berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun | WP Terdaftar |WP Wajib SPT | WPLapor | WP Tidak Lapor
2017 | 1.069.010 WP 389.097 WP 229.093 WP 160.004 WP
2018 996.846 WP 367.826 WP 217.028 WP 150.798 WP
2019 944.757 WP 338.904 WP 220.667 WP 118.237 WP

Sumber: Kanwil DJP Sumut | Tahun 2020
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Sumatera Utara |, maka jumlah wajib pajak orang pribadi yang terhutang

pajak adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhutang Pajak

Tahun WP Utang Pajak
2017 160.004 WP
2018 150.798 WP
2019 118.237 WP

Sumber: Kanwil DJP Sumut | Tahun 2020
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pagjak Sumatera Utara |, maka pencairan utang pajak yang dilakukan penagihan

pajak sebagai berikut:
Tabel 4.5 Penagihan Utang Paj ak

Tahun | WP OP Terhutang Target Realisas
2017 160.004 WP Rp. 240.831.364.310 | Rp. 238.648.605.914
2018 150.798 WP Rp. 183.495.789.412 | Rp. 220.834.919.872
2019 118.237 WP Rp. 245.226.554.487 | Rp. 396.842.402.269

Sumber: Seksi Penagihan Kanwil DJP Sumut | Tahun 2020
Efektivitas penagihan perpajakan dapat diukur dengan membuat rasio atau

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Efektivitas penagihan pajak dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:



Redlisasi penerimaan pajak
Efektivitas = x 100%
Target penerimaan pajak

a. Efektivitas Penagihan pajak Tahun 2017

Rp. 238.648.605.914
= x 100% = 99%
Rp. 240.831.364.310

b. Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2018

Rp. 220.834.919.872
= x 100% = 120%
Rp. 183.495.789.412

c. Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2019

Rp. 396.842.402.269
= x 100% = 162%
Rp. 245.226.554.487

Tabd 4.6 Efektivitas Penagihan Pajak
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Tahun Target Realisas Per sentase | Pengukuran Efektivitas
2017 | Rp.240.831.364.310 | Rp. 238.648.605.914 99% Efektif
2018 | Rp.183.495.789.412 | Rp. 220.834.919.872 120% Sangat efektif
2019 | Rp. 245.226.554.487 | Rp. 396.842.402.269 162% Sangat efektif

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2020

B. Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.6 ditunjukkan bahwa target penerimaan pagjak tahun

2017 berjumlah Rp. 240.831.364.310 dan redlisasi penerimaan pajak berjumlah

Rp. 238.648.605.914, tahun 2018 target penerimaan pajak berjumlah Rp.

183.495.789.412 dan redlisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 220.834.919.872,

tahun 2019 target penerimaan pgak berjumlah Rp. 245.226.554.487 dan realisas

penerimaan pajak berjumlah Rp. 396.842.402.269. Untuk mengetahui efektivitas

penagihan pajak dapat dilakukan dengan membagi jumlah target penerimaan

pajak dengan jumlah realisasi penerimaan pajak, sehingga diperoleh efektivitas




54

penagihan pajak pada tahun 2017 sebesar 99%, tahun 2018 sebesar 120%, tahun

2019 sebesar 162%. Berdasarkan kriteria pengukuran efektivitas pada tahun 2017

tergolong efektif dan tahun 2018-2019 tergolong sangat efektif, sehingga

efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utarall.

Dengan efektifnya tindakan penagihan pajak yang dilakukan, namun pihak
fiskus masih ada menghadapi hambatan dalam melakukan penagihan pajak yaitu:
a. Kesadaran wajib pajak mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, dan

penyerahan pajak penghasilan masih kurang. Hal ini disebabkan karenawajib
pajak tidak mengetahui peraturan pemerintah yang mewajibkan WP untuk
mel aporkan pajak penghasilannya.

b. Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak
cenderung memandang pajak bukanlah suatu hal yang penting.

c. Keengganan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Hal ini membuat
penerimaan pajak menjadi terhambat yang justru akan bertambah jika tidak
secepatnya dilunasi dan tentunya akan bertambah beban wajib pagak itu
sendiri.

d. Pindahnya wajib pagak ke aamat baru tanpa pemberitahuan. Kegiatan
tersebut sering kali membuat semua kegiatan perpajakan menjadi terganggu
sehingga pajak yang tidak dibayar menjadi tidak dapat ditagih.

Hambatan penagihan pajak dalam penerimaan pagjak pennghasilan dapat
mengakibatkan pelaksanaan penerimaan pajak penghasilan menjadi kurang

optimal, untuk itu diperlukan upaya untuk mengatas permasalahan tersebut.
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Upaya yang dilakukan oleh fiskus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Sumatera Utara | yaitu:

a

Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk taat dan tertib dalam
melakukan kewagjiban perpgjakan. Hal tersebut dapat meningkatkan
penerimaan PPh Orang Pribadi di Kanwil DJP Sumatera Utarall.

Memberi sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada Wajib
Pajak yang tidak taat dalam membayar utang pajaknya. Dengan adanya sanksi
yang tegas ini diharapkan ketidakmauan Wajib Pajak dalam membayar utang
paj aknya bisa berkurang.

Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pagjak), dengan
seringnya diberikan penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan Wajib
Pajak tentang pajak serta prosedur pemungutan serta pembayaran yang benar.
Penyuluhan juga dapat dilakukan pada instansi/perusahaan terkait.

Melakukan pembaharuan data Wajib Pajak secara berkala. Pembaharuan ini
bertujuan untuk mengurangi kemungkinan Wajib Pajak pindah aamat tanpa

pemberitahuan.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat
disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada
Kantor Wilayah Direktorat Jendera Pajak Sumatera Utara |. Efektivitas
penagihan pagjak bertujuan untuk mengurangi tunggakan pajak. Pencairan
tunggakan pajak yang dilakukan penagihan pajak pada tahun 2017 dengan
efektivitas 99% dan pada tahun 2018 dengan efektivitas 120% serta tahun
2019 dengan efektivitas sebesar 162%. Maka dari tahun 2017-2019
mengalami peningkatan yang dilakukan penagihan pajak.

2. Penagihan pajak sudah efektif dilakukan dalam mencapai target penerimaan
paak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utaral.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat
disebutkan beberapa saran yaitu:

1. Memberikan sosidisasi dan penyuluhan secararutin dan intensif kepada wajib
pajak agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat. Menghimbau wajib
pajak untuk selalu memperbaharui data yang terkait dengan alamat, kondisi

wajib pajak, dan usaha yang dimiliki, serta tidak sungkan untuk melakukan
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konsultas dengan pihak Kanwil DJP Sumatera Utara | tentang tata cara
perhitungan dan pembayaran pajak.

. Pendliti selanjutnya harus menambah variabel baru untuk mengembangkan
penelitian sebelumnya dalam mencapai pengembangan pertambahan
penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Sumatera Utarall.
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